
Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 dan Penjabarannya telah ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor
10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Penukal Abab
Lematang Ilir Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 Bagian V Perihal Hal Khusus Lainnya Point 41
sebagaimana dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai
kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang
telah diselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya, maka
harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD
Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan dengan
terlebih dahulu melakukan Perubahan atas Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBDTahuri Anggaran 2020 untuk
selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBDTahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran
dan Percepatan Penanganan Corona Virns Disease 2019 di
lingkungan Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor
68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

TENTANG

PERUBAHANKEDUAATASPERATURANBUPATINOMOR68 TAHUN2019
TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATAN
DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2020

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR,

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR
NOMOR2STAHUN2020



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendabaraan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4090);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4503);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4574);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Infonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 4576);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4577);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5165);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5272);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6322);

14. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor310);

15. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor450) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor540);

16. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran2020;

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
19.PMK.07/2020 Tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyaluran
dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan
Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor250);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; (Lembaran
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016
Nomor6);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor
10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020; (Lembaran Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang IlirTahun 2019 Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor
7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lemabaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Tahun 2019 Nomor7, Tambahan Lemabaran Daerah Kabupaten
Penukal AbabLematang Ilir Nomor7);
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0,00Rp.

Rp. 101.700.000.000,00
RD. 244.500.000.000,00
(Rp. 142.800.000.000,00)

Rp. 12.291.150.000,00
Rp. 505.053.032.409,10
RD. 462.665.706.587,00
Rp. 980.009.888.996,10
Rp.1.492.378.918.095,94
Rp. 142.800.000.000,00

Rp. 245.280.352.109,84
Rp. 21.000.000.000,00
Rp. 94.691.180.000,00
Rp. 1.000.000.000,00

RD. 350.259.899.127,94
Rp.1.635.178.918.095,94

Rp. 114.458.106.968,00
Rp.1.170.460.912.000,00

b. Belanja Langsung
1.8elanja Pegawai
2. 8elanja Barang dan Jasa
3. 8elanja Modal
Jumlah 8elanja Langsung

Jumlah 8elanja
Surplus/(Defisit)
3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Daerah
b. Pengeluaran Daerah
Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan
Tahun Berkenaan

Pasal I
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah
YangSah

J umlah Pendapatan

2.8elanja
a. 8elanja Tidak Langsung

1.Belanja Pegawai
2. Belanja 8unga
3. Belanja Hibah
4. 8elanja Bantuan Sosial
5. 8elanja 8antuan Keuangan

Kepada Provinsi/ Kabupaten,
Pemerintah Desa; Rp. 149.697.496.990,00

6. Belanja Tidak Terduga RD. 700.000.000,00
Jumlah 8elanja Tidak Langsung Rp. 512.369.029.099,84

Pasal I
8eberapa ketentuan dalam Peraturan 8upati Nomor 68 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Nomor 68), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal I diubah, sehingga Pasal I berbunyi sebagai
berikut:

Menetapkan : PERATURAN8UPATI PENUKALABABLEMATANGILIR TENTANG
PERU8AHAN KEDUA ATAS PERATURANBUPATI NOMOR 68
TAHUN 2019 TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATAN
DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2020.

MEMUTUSKAN:
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BERITADAERAHKABUPATENPENUKALABABLEMATANGILIRTAHUN2020

NOMOR as

Ditetapkan diTalang Ubi
pada tanggal, og AprcL 2020 L
BUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR,

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar

setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lernatang Ilir.

Pasal II

2. Ketentuan pada bagian lampiran diubah, sehingga lampiran
berbunyi sebagaimana tercanturn dalam larnpiran Peraturan
Bupati ini.
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Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal, 13 APFtll 2020

SEKRETARlSDAERAH
(KABUPATEN PENUKALABABLEMATANGILIR,

J()
.SYAHRONNAZIL


